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ANGGOTA KomisiI DPR Dave
Akbarshah Fikarno meminta
pemerintah tegas kepada pe-
nyedia aplikasi jika ada pencu-
rian data. Apalagi mereka
menggunakan simbol agama
untuk menarik pelanggan. Pa-
dahal, di balik itu ada maksud
merugikan masyarakat. “Saya
mengharapkan pemerintah bi-
sa sepakat dengan DPR untuk
menyelesaikan RUU PDP. Un-
dang-undang ini sangat di-
perlukan, meskipun dinilai su-
dah sangat terlambat karena
sudah banyak korban, bahkan
kementerian pun sering ke-
bobolan. Ini menandakan ku-
rangnya kesigapan,” ungkap-
nya.

Menurut Dave, UU PDPma-
sihbelum bisa disahkan karena
masih ditemukan banyak ken-
dala akibat beberapa poin yang
belum disepakati. Namun, be-
lum lama ini sudah ada titik
temu dan diharapkan di sidang
yang akan datang sudah dapat
diputuskan. “Jika UU RDP su-
dahditetapkan, banyak halkru-
sial yang diselamatkan seperti
data masyarakat pada aplikasi.
Artinya, ada pertanggungjawa-
ban data yang dimiliki setiap
orang, perusahaan atau lem-
baga sehingga ketika ada kebo-
coran, pencurian data ada yang
bisadihukum,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR Mu-
hammad Igbal menyatakan
bahwa semua pihak, termasuk
masyarakat, pasti mengingin -
kan data-data pribadinya yang
ada di suatu instansi, baik itu
perusahaan swasta, pemerin-
tah, ataupun di lembaga-lem-
bagalain itu aman, tidak dicuri
ataupun diperjualbelikan. “Ta-
pijika kita melihat kasus-kasus
kebocoran data yang terjadi
Indonesia saya jadi khawatir,
ada persoalan apa ini? bagai-

mana sistem keamanan data di
Indonesia?”katanya.

Igbal mencontohkan pada
2020 terjadi sejumlah kasus
kebocoran dari berbagai ins-
tansi, baik itu instansi swasta
maupun pemerintah. Misalnya
terjadi kebocoran 230.000 data
pasien Covid-19, kemudian ter-
jadikebocoran91jutadataakun
Tokopedia, 13 juta akun Buka-
lapak dan masih banyak lagi ke-
bocoran datayanglain. “Kemu-
dian pada 2021 yang baru-baru
ini 2 juta datanasabah BRI Life
beserta dokumen penting di-
curiolehhacker danisunyaakan
diperjualbelikan, belum lagi
dataBPJS,”sebutnya.

Politikus PPPinimenilai,apa
yangterjadidiIndonesiasaatini
adalahkrisis perlindungandata
pribadi, bahkan penyimpanan
data di Indonesia cukup lemah.
Agar data-data tersebut tidak
dicuri dandiperjualbelikan, dia
meminta agar Kominfo mem-
perkuat penyimpanan data
terhadap instansi yang ada di
Indonesia, baik swasta, peme-
rintah, ataupun lembaga-lem-
bagalain.

Igbal menyebut, pertama,
mendorong agar instansi ter-
sebut melatih karyawannya
meningkatkan skill, terutama
terkait karyawan yang mela -
kukan inputing data dan pe -
nyimpanan data. Kalau SDM
tidak mumpuni, gampang data
itu dibobol. Kedua, alat pen-
dukung dan alat penyimpanan -
nya yang harus sesuai dengan
era sekarang. “Jika skill -nya ba-
gus, tidak didukung alat, ya sa-
masaja, hacker itubukanhanya
punyaskill tinggi, dia didukung
oleh alat-alat yang mumpuni.
Jadi dua hal ini yang harus di-
siapkan,” imbuhnya.

Ke depan perlu ada koor-
dinasi yang terpadu antara

Kominfo dengan Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) dan
Cyber Crime Polri. Dia yakin,
PolridanBSSNdenganalatyang
sangat canggih dan SDM yang
mumpuni, serta Kominfo se-
bagai leading sector membuat
perlindungan data bisa di-
wujudkan.

Namun, yang terpenting
adalah tentang regulasinya,
meskipun hal ini diatur dalam
Peraturan Menteri (Permen)
Nomor 20/2016 tentang Per-
lindungan Data Pribadi, Ran -
cangan Undang-Undang ten-
tang Perlindungan Data Pribadi
(PDP)yangtengahdibahasDPR
pentinguntuk segera disahkan.
Sebab, semua itu mengatur
tentang hak dan kewajiban pe-
milik data, sanksi penyalah-
gunaan data, dansebagainya.

Sayangnya, Igbal membe-
berkan, ada masalah yang
mengganjal dalam pembahas-
an RUU ini: perbedaan pan-
dangan mengenai pembentuk-
an otoritas pengawas data pri-
badi, mayoritas fraksidi Komisi
[ menginginkan agar lembaga
pengawas perlindungan data
pribadi ini bersifat independen
dan bertanggung jawab lang-
sung kepada presiden, tetapi
pemerintah menginginkan di
bawah Kementerian Kominfo.
“Di dalam proses politik saya
kiraitu hal yangbiasa, ada per-
bedaan pandangan dalam satu
persoalan dalam pembahasan
rancangan undang-undang,
tetapi saya yakin periode ini,
masa sidang ini, insyaallah kita
sama-sama berharap, per-
bedaan pandangan itu bisa kita
satukan, kemudian rancangan
undang-undang ini bisa men-
jadi undang-undang,” harap-
nya.
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